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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAD AN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

NOMOR : PL.102 /155 /12 / PIP.SMG-2022

TANGGAL 19 AGUSTUS 2022

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN

TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANGINFRASTRUKTUR.

DIKTAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). BASIC SAFETY
TRAINING (BST) KAPAL LAYAR MOTOR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN

PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BST KLM ANGKATAN IV

TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA PEKERJAAN : Rp 78.840.000,-

TERBILANG : TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN

RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

JANGKA WAKTU : 12 (DUA BELAS) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG

PT. HOTEL MANYAR
Jl. Gatot Subroto No. 110, Rt.002 RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi

Jawa Timor
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
vKAM

^  JALAN SINGOSARI 2A TELP {62)024-8311527 FAX (62)024-8311529
SEMARANG (62)024-8311528 Email info@ptp-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Page www.DlD-semarana.Mi.kl

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: PL.102 / 155 / 13 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST
KLM Angkatan IV.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama ; HERI PRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 155 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 19 Agustus 2022,
bersama ini memerintalikan:

Nama Penyedia
Alamat

: PT. HOTEL MANYAR

: Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab.
Banyuwangi Jawa Timur

yang dalam hal ini diwaldli oleh DR. ADRI DWI PRASETYO,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat
BST KLM Angkatan FV;

2. Tanggal mulai keria: 19 Agustus 2022:

3. Svarat-svarat pekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 12 (Dua belas) hari kalender dan pekeijaan harus sudah

selesai pada tanggal 30 Agustus 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeijaan Penyedia

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai
ketentuan dalam SPK.

Semarang, 19 Agustus 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

C
HERI PRASETYO. S.M.

PPKRM

NIP. 19850429 201012 1 003

MeneiM^^an menyetujui:
UntuOTn jiti^ma PT. HOTEL MANYAR
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 155 / 12 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

Nama PPK HERl PRASETYO, S.M

Nama Penyedia PT. HOTEL MANYAR

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN PAKET

PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BST KLM

ANGKATAN IV

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 151 / 25 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA BASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 154 / 9 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.055.B.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19
- 30 Agustus 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGA SATUAN JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 155 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

INSTRUKSIKEPADA PENYEDIA:

PIHAK KEDUA wajib meraenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peratxiran perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.
Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai ICQ % melalui Kantor Pelayanan
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi atas nama PT.
HOTEL MANYAR dengan Nomor Rekening : 0022903349
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda bempa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh
salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

a.

b.

c.

d.

e.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayai-an Semaiang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

C

HER] PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HQ;^ MANYAR
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DR. ADRI DWI PRASETYO

Direktur
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 155 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

Nama PPK HERI PRASETYO, S.M

Nama Penyedia PT. HOTEL MANYAR

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN PAKET

PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BST KLM

ANGKATANIV

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 151 / 25 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 154 / 9 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.055.B.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19
- 30 Agustus 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGASATUAN JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 155 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

a.

b.

c.

INSTRUKSIKEPADA PENYEDIA:

PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndangan-undangan dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai ICQ % melalui Kantor Pelayanan
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi atas nama PT.
HOTEL MANYAR dengan Nomor Rekening : 0022903349
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh
salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

e.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaian Semai'ang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

ETERAI

26472AJ>;^890316ff^-t.

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HOTSL MANYAR
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DR. ADRI DWI PRASETYO

Direktur
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 155 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

Nama PPK HERI PRASETYO, S.M

Nama Penyedia PT. HOTEL MANYAR

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN PAKET

PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BST KLM

ANGKATAN IV

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 151 / 25 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA BASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 154 / 9 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.055.B.524111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19
- 30 Agustus 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 78.840.000,- (Tujuh puluh deiapan juta delapan ratus empat puluh ribu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN jUMLAH WAKTU

HARGA

HARGASATUAN jUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 155 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.
Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai ICQ % melalui Kantor Pelayanan
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi atas nama PT.
HOTEL MANYAR dengan Nomor Rekening : 0022903349
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh
salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

a.

b.

c.

d.

e.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaian Semaiang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HOTEL NOfflYAR
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DR. ADRl DWI PRASETYO

Direktur



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang dibcrikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membaintu seeara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstmksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutein lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran peipajakan ini dianggap telah teimasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selumh
pekeijaan, keeuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan selumh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Ketja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kemsakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan tennasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutsm, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikcnakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir;
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penycdiadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kemsakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

e. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi;
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekeijaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, seita menyelesaikan pekeijaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.



e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah selumh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
peketjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.



b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, tennasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk peketjaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeqaan;
5) penyedia menghentikan pekeqaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineqa setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari; dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar dcnda ketcrlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi basil pekeqaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayeu-an dilakukan dengan pembayaran seeaia sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;



b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari ketja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk bempaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini mempakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik llmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
^ANYARPT.

m
a HOT
•NVl/VVANP-l-INOONP-

DR. ADRI bwi PRASETYO
Direktur



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahem, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperliitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asiuansi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstmksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah teraiasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selumh
pekeijaan, keeuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan selumh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan imtuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan eidcra tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

aeara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK benvenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekeijaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian discpakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.



e. PPK menerima hasil pekeqaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeqaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeqaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut;
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeqaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeqaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeqaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeqaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi y£ing diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeqaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeqaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teqadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeqaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak imtuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeqaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeqaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.



b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingcui sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari; dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran seeara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;



b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia' harus sudah mengajukan snrat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungcin angsuran, tidak akan menjadi alasan
imtuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi seraentara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bjihwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperliitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstiniksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sab yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah temiasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selumh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan selumh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Siu-at Perintah
Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan tennasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

aeara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, keeuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kuaiitas dan waktupelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
frsik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
frsik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikcnakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikcnakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus person), penyedia mengajukan permintaan
seeara tertulis kepada PPK rmtuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

e. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan darr/atau eaeat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perinteih PPK.



e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakakan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi Jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak imtuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan seeara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.



b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi peketjaan yang telah dicapai, tennasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk peketjaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan peketjaan;
5) penyedia menghentikan peketjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinetja setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar dcnda kctcrlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi basil peketjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pa-jak ;



b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung Jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk bempaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini mempakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

CT
HF.R1 PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan at|s nama Penyedia
PT. HM®MANYAR

iW

m
3a

or
Hop

AN YU WA f;'! - INOC'F
'■^uKT Uh!-iCr Hf-p-

DR. ADRI DWI PRASETYO
Dircktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SSk BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM "^KAN

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG -rr.— „
JALAN SINGOSARI 2A TELP (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email !nfo@ pip-semarang. ac. id
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Nomor : PL. 102/154/1 l/PIP-SMG-2022 Semarang, 18 Agustus 2022
Lampiran : ~

Kepada Yth.
Direktur PT. HOTEL MANYAR

Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi
Jawa Timur

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekeijaan Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor ; 004/HM/VIII/2022 tanggal
14 Agustus 2022 tentang Penawaran pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV dengan basil negosiasi harga sebesar Rp.
78.840.000," (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kami nyatakan
diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari keija setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

PPK Belanja RM

HERl PRASETYO, S.M.

Penata Muda, IIEa

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang
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BERITA ACARA

RAP AT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 154 / 10 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua

berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Paket

Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV dari Pejabat

Pengadaaan No.PL.102/154/9/PIP.SMG-2022 tanggal 18 Agustus 2022 telah diadakan Rapat Pra

Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon

Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalara Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang

dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 18 Agustus 2022

2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta

Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala

LKPP.

3. Untuk harga satuan pekeijaan yang bersifat timpang (imbalance), harga tersebut berlaku sebatas
volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a Barang/Jasa
NYAR

Pen

PT

u1  I 1^
9nanj

l5fc bwi PtG\§ETYO
Direktur

PPK Belanja RM
PIP Semarang

c
HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

RF ̂ANI. S.ST. MMKRISTIN ANITA INE

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002
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BERITA ACARA EVALUASI. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 153 / 10 / PIP.SMG-2022

16 Agustus 2022
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BSTKLM Angkatan IV
2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-08-
2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk
pekeijaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP
Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dein Negosiasi Teknis dan Harga
terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekeqaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

NPWP

PT. HOTEL MANYAR

Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003,

Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi Jawa
Timur

01.110.044.3-627.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Surat Penawaran :

- Bertanggal + 14 Agustus 2022

- Masa berlaku surat

penawaran
+ 30 Hari Kalender

- Jangka waktu pelaksanaan + 12 Hari Kalender

- Harga Penawaran (dalcim
angka dan huruf)

+

Rp. 79.020.000,-
(Tujuh puluh
sembilan juta dua
puluh ribu rupiah)

- Tanda - Tangan + Direktur

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyataakan LULUS dengan demikian
dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis



B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Spesifikasi teknis +

2 Jadwal Waktu Pelaksanaan +

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Daftar Kuantitas dan Harga +

2 Koreksi aritmatik +

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Pakta Integritas +

2 Formulir Isian Kualifikasi:

a. Data Administrasi +

b. Landasan Hukum +

c. Pengurus Pemsahaan +

d. Ijin Usaha (SIUP) +

e. Ijin Lainnya (TDP) +

f. Data Keuangan +

g. Data Pengalaman
Pemsahaan 4 Tahun Terakhir

+

h. Data Pengalaman Pekerjaan
yang sesuai

+

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan LULUS
dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.



E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Administrasi

a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan
dalam dokumen pengadaan.

Teknis

Calon Penyedia Barang sanggup / tidak oanggup melaksanakan / menyerahkan
pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan.
Calon Penyedia Barang sanggup / tidak oanggup menyerahkan barang-barang /
pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup melaksanakan Pekeijaan dengan
spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

a.

b.

c.

Harga
Setelab dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi barga dengan basil
sebagai berikut:
a. Harga Penawaran Pekeijaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleb

PT. HOTEL MANYAR sebesar Rp. 79.020.000,- (Tujub pulub sembilan juta dua pulub
ribu rupiab).

Setelab dilakukan Negosiasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Bai ang/Jasa
dan Penyedia Barang adalab :

Nama Perusabaan PT. HOTEL MANYAR

:  Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003, Bulusan Kalipuro,
Kab. Banyuwangi Jawa Timur
01.110.044.3-627.000

Rp. 79.020.000,-
Rp. 78.840.000,-
Tujub pulub delapan juta delapan ratus empat pulub ribu rupiab.

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terbadap dokumen
penawaran untuk Paket pekeijaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BSTKLM Angkatan IV ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Harga Negosiasi
Terbilang

Menyetujui:
Penye^ Barang/Jasa

PT. Iriero^MANYAR

m
HCMn

VVAflOl -{NDON^"

DR. AbRi'"DWI PRASETYO
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDWANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002
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BERITA ACARA BASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL )

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 154 / 9 / PIP.SMG-2022

18 Agustus 2022
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BSTKLM Angkatan IV
2022

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-
08-2022) dengan raengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekeijaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang
berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubaharmya dan aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

>  Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan
Pascakualifikasi.

>  Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah
penyedia barang/jasa yang mempunyai Surat Izin Usaha asli yang masih berlaku serta
syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap 1 (Satu) perusahaan yaitu PT. HOTEL MANYAR.
2. Perusahaan yang diundang sebanyak 2 (dua) dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu)

Perusahaan.

3. Pemasukan dan pembukaan penawaran
❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal

tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat
dilanjutkan evaluasi.

❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut;
HPS/OE : Rp. 79.200.000,-

No NAMA PERUSAHAAN
NH^AI

PENAWARAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

KET.

1. PT. HOTEL MANYAR Rp. 79.020.000,- Rp. 79.020.000,- Lengkap



4. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: PL. 102 / 153 / 10 /
PIP.SMG-2022 tanggal 16 Agustus 2022, unsur - unsur yang dievaluasi beserta hasilnya
adalah sebagai berikut;

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi: Sesuai

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : Sesuai

c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : Sesuai

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : Sesuai

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan basil
sebagai berikut:

No
NAMA

PERUSAHAAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

NILAI

NEGOSIASI

HASIL

EVALUASI

1. PT. HOTEL

MANYAR
Rp. 79.020.000,- Rp. 78.840.000,- LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekeijaan Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BSTKLM Angkatan IV.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISim ANITA INDRI^ANT. S.ST. MM
Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002
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HASIL NEGOSIASI HARGA

PENGADAAN PAKET PENGTNAPAN PESERTA DIKLAT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BST KLM ANGKATANIV

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HA]RCA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah

PT. H

cren HO

NYAR

ua^"

■ N'-'i'V/AMrUiNDOi-iS-

DR. ADRI DWI PRASETYO

Direktur

Semarang, 16 Agustus 2022

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KOREKSl ARITMATIK

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASl. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIttAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BST KLM ANGKATAN IV

JL. SINCRISARI 2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERMRAAN SENDIRI (HPS) IU\B PT. HOTEL ALANYAR NEGO

NO NAMABARANG JTJMLAH
JUMLAH

HARI

HARGA (Rp) HARGA (Rp) HARGA (Rp)

SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH

1 Pake! penginapan 120 pax 3 Rp 220.000 Rp 79.200.000 Rp 219.500 Rp 79.020.000 Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 79.200.000 JUMLAH Rp 79.020.000 JUMLAH Rp 78.840.000

PPN
-

PPN
-

PPN
-

TOTAL Rp 79.200.000 TOTAL Rp 79.020.000 TOTAL Rp 78.840.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIVKNI

?)3>

>.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rp79.020.000 PENAWARi^N

Rp79.020.000 KOREKSI

RpO SELISIH

-RplSO.OOO TERHADAP HPS

■0,23% PROSENTASE

Rp78.840.000

Rp78.840.000

RpO

-Rp360.000

4t,45%



EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN AiNGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARA.NG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN BID,yVG INFRASTRUKTUR

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKTAT PEMBERDAYAAN MASYARARAT BST KLM ANGKATAN TV

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RAB PT. HOTEL MANYAR

NO NAMABARANG JUMLAH
JIMLAH

HARI

HARGA (Rp) HARGA SAT,

(Rp)

PROSENTASE

(%)
KETERANGAN

TOTAL HARGA

SATUAN JTJMLAH (Rp)

1 Paket penginapan 120 pax 3 220.000,00 79.200,000.00 219.500,00 100% WAJAR Rp 79.020.000

JUML.4H Rp 79.200.000 JUMLAH Rp 79.020.000

PPN
-

PPN
-

TOTAL Rp 79.200.000 TOTAL Rp 79.020.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYAN [. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rp79.020.000

Rp79.020.000

RpO

-RplSO.OOO

-0^3%



EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASL TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASL PENDIDIKAN TRANSPORTASl PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BST KLM ANGKATANIV

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

NO. NAM.4 PERUSAHAAN
SYARAT-SYARAT PENAWARVN

KETERANGAN

1 2 3 4 .5A SB SQ , 5E ST 5G

1 PT. HOTEL MANYAR + + + + + + + + + + + LULUS

KETERANGAN:

1. SXJRAT PENAWARAN

2. JADWALWAKTUPELAKSANAAN(TIMESCHEDULLE)

3. SPESIFIKASI TEKNIS

4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

5. DOKUMENKUALIFIKASI

A.PAKTAINTEGRITAS

B. FORMULRISIAN KUALIFIKASI

C. FOTOCOPY SIUP

D. FOTOCOPY TOP

E. FOTOCOPY NPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR

G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MS

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

Keterangan

Ada

Tidak Ada

Ada, Tidak Memenuhi

= LULUS

= TIDAK LULUS

= TIDAK LULUS



A
KEMENTERiAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM VKAM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A TELP (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email info@pip-semarang ac id
KODE POS 50242 Home Page www.DiD-semarana.ac.ld

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari

Tanggal
Pimpinan rapat
Acara

Selasa

16 Agustus 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta
Diklat Pemberdayaan Masyarakat BSTKLM Angkatan IV

Pejabat Pen2adaan Barang/Jasa

NO NAMA TANDA TANGAN

1.
KRISTIN ANITA

INDRIYANI, S.ST, MM
1 7^,

Penyedia Barang/Jasa

No Nama Perusahaan TAN^^^^AN
1. DR. ADRI DWI PRASETYO PT. HOTEL MANYAR cfic3^tT'

"■ANYiJWAtK-,1 ■ iNDOn
'&ONT r>s-i



A
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

JALAN SINGOSARl 2A TELP (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email info@pip-semarang. acid
KODE PCS 50242 Home Page www.DiD-semarana ac id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL.102 / 153 / 9 / PIP.SMG-2022

16 Agustus 2022
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BSTKLM Angkatan IV
2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua (16-08-
2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
diadakeui rapat Pembukaan Penawaraii untuk pekeijaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri:
1  Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2  Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. HOTEL MANYAR

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut;
Bahwa Perusahaan PT. HOTEL MANYAR telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan
Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV. Nilai
penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 79.020.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua
puluh ribu rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka
waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 12 (dua
belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta
Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV ini dibuat dalam rangkap
secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Penyedia Barang/Jasa

TANDA-TANGAN

1. DR. ADRI DWI PRASETYO PT. HOTEL

MANYAR
m
saRDen ho
^NYUW/'- INr>''r-

u'



KEMENTERiAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
VK4M

JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email info@pjp-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Page www.Dlo-semaranq.ac id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPPl

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

Nilai HPS/OE

PL.102 / 153 / 9 / PIP.SMG-2022

16 Agustus 2022
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BSTKLM Angkalan IV
2022

Rp. 79.200.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu
rupiah)

NO.
NAMA

DOKUMEN

HARGA

JANGKA WAKTU

PERUSAHAAN

1 2 3 4 5

PENAWARAN
SURAT

PENAWARAN

PELAK

SANAAN

1,
PT. HOTEL

MANYAR
-1- -F -1- + -F Rp 79.020.000,-

SOHari

Kalender

12 Hari

Kalender

+ : ada

-  : tidak ada

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

Surat Penawaran

Dokumen Penawaran Teknis

- Spesifikasi Teknis
- Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
Dokumen Penawaran Harga
- Daftar Kuantitas dan Harga
Pakta Integritas
Formulir Isian kualifikasi

Pen

3an HC

'^grang/Jasa
PT. ̂GWyilANYAR

M&l

ANVVJv/if; [.

DR. ADRT DWI PRASETYO

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN

TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANGINFRASTRUKTUR.

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). BASIC SAFETY
TRAINING (BST) KAPAL LAYAR MOTOR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BST KLM ANGKATAN IV

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

PT. HOTEL MANYAR
JL Gatot Subroto No. 110, Rt.002 RW.G03, Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi Jawa Timur



MANYAR MOTEL * *
J! Gatof SubfOtO 110 PO Sox 136 Tetp (0333) 424741 424742, 427373, 427374 Fox P333) 424742

EmoBi n6orh«3f9a(denhofett>anvuwc3ngi@vohoo CO to websrte www manvofhot^ com
Diogspot http /./manyargofdenhoteitonyuwongi bfogspot com

( i 500 meter setetoh penvetTerangon ) KEIAPANG BANYIiWANGi ■ INDONESIA
• RESTAURANT • (AR • TENNS COURT • COFFEE SHOP • lAUNOfiV * MUITI CHANNEl TV • SWIMMING POOl

Nomor

Lampiran
: 004/HM/VI11/2022

:  1 (satu) set
Banyuwangi, 14 Agustus 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

dl

Jl. SIngosari 2A Semarang

Perihal Pengadaan Paket Penglnapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat
BST KLM Angkatan IV

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL. 102 /151 / 25 / PIP.SMG-2022 tanggal
12 Agustus 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan
ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Paket Penglnapan Peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV sebesar Rp. 79.020.000,- (Tujuh puluh sembiian
juta dua puluh ribu ruplah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekeijaan tersebut dl atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
selama 12 (Dua belas) hari kalender.

Penawaran Ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

asli.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PI.

n

a
HCTa

DR.ADRjfDWIf?RASETYO
DIrektur



MANYAR HOTEL * *
Jl GofotSubrotO 110 PO Bo* 136 Teip (0333) 424741, 424742, 427373, 427374 Fa*. (0333) 424742

Email monvofgafdenhotetoanyuwangi(a=varKX> CO id website : www manvorholei com
blogspot ■ http //manyc3rgaraenfTOfe!bonvuwangi biogspol com

( i 500 metef setetah penyeC^rongan ) KETAPANG BANYUWANGi - iNCXONEStA
• RESIAUI^NT •BAR* TENNS COURT • COfFlfc SHOP • LAUNDRY * MULTl CHAMMtl TV • SWIMMING POOL

SPESIFIKASITEKNIS

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Dikiat Pemberdayaan Masyarakat
BST KLM Angkatan IV

Politeknik llmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

\/ Mi.} .
i  1

'i ycr^
^-oraL

M9mmMw«i • mo0mm

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.000 Rp 78.840.000

JUMLAH Rp 78.840.000

Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah

Banyuwangi, 14 Agustus 2022

I^NYARPT

IT a
D€n HDT3*

d'^. Xbi^^fDwi I^Wasetyo
Direktur
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MANYAR HOTEL**
j! Gatot Subfcao 110, PO Sox 136 letp (0333) 424741, 424742, 427373, 427374 Fox (0333) 424742

Emoii manyafgQJdenhofetoanytwangig'vohoo CO lO websrte ; www mQnyarhc^.com
,  Dlogspot htrp /.-manyargafdenhoteioonyuwongi Piogspot com

(  500 metef $e!e(Qb penyeb&rangao ) KEIAPANG BANYWANGi - INDONESIA
• RESTAURANT « BAR • TENNIS COURT • COFFEE SHOP • LAUNOSV • MULTl CHANNEL TV • SWIMMING POOL

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat
BST KLM Angkatan IV

Politeknik llmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No Uraian Hari

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BST KLM Angkatan IV

12

A Kontrak Efektif 1

B Tahap Perencanaan 1

C Tahap Pekerjaan 8

D Serah Terima 1

E Selesai 1

Banyuwangi, 14^Agustus 2022

PT. H AR

fT r
sooDen 1

■.NYUWA?*Ti .-iNorir..

DR. AIDRI DW^^PRASETYO
Direktur
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MANYAR HOTEL
J! Gato? Subroto 110 PO Box 136 Teip (0333) 424741, 424742, 427373, 427374 Fox. (0333) 424742

Emoii rrvanvQfgo/denrKDletoanvuwangiia'vohoo co id website ; www manyarlTct^ com
btogspot rittp //manyorgoroentx5re!banyuwongi bio^pot com

( ± 500 meter setelob penyeDerongan ) KETAJPANG BANYUWANGi - INDONESIA
• RtSIAUftANT • BAR • TENNIS COURT • COffEE SHOP • LAUNORV * MUlTI CMANNtl TV • SWIMMING POOl

SATUAN KERJA

PEKERJAAN

LOKASI

TH. ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT

PEMBERDAYAAN MASYARARAT BST KLM ANGKATAN IV

JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG

2022

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 219.500 Rp 79.020.000

JUMLAH Rp 79.020.000

Terhilang: Tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah

Banyuwangi, 14 Agustus 2022

PpdfrgiMANYAR

m
arC7 tenHpp'

Dwi PRASETYO
Direktur



DOKUMENISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEG I AT AN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN

TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR.

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). BASIC SAFETY
TRAINING (BST) KAPAL LAYAR MOTOR

PEKERJAAN

FENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BST KLM ANGKATAN IV

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

PT. HOTEL MANYAR
Jl. Gatot Subroto No. 110, Rt.002 RW.003, Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi Jawa Timor



SMTMlimM

MANYAR HOTEL **
Ji. Galot SubfOtO 110. PC Box 136 felp (0333) 424741 424742, 427373. 427374 Fox. (0333) 424742

Email mQnvaigardenhotetoanyuwangiiS'VOhoo CO K3 website www monyarhotel com
j  blogspof h«p://manvafgorcl6nbofe!tK3nvuwangf biogspol com

( _♦ 500 meter selefoh peoyeberoogan ) KETAPANG ■ BANYUWANGl - INEX3NESIA
• RESTAURANT • BM? • TENNIS COURT • COFFEE SHOP • UUNDRV • MUliTI CHANNEl TV • SWIMMING POOl

PAKTA

INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak dan atas nama

DR. ADRI DWI PRASETYO

3578082502820005

DIREKTUR

PT.HOTEL MANYAR

dalam rangka Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diktat Pemberdayaan
Masyarakat BST KLM Angkatan IV dengan ini menyatakan bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN ];

akan melaporkan kepada pihakyang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti prpses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk
memberikan basil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Ban3mM|B^>44 Agustus 2022

m:

HC3a
lAN^i.tWAbp.! IMbOF'-

DR. ADRI DWI PRASETYO

Direktur
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MANYAR HOTEL * *
J! Gatof SuDfOto 110 PO Bo* 136 Teip (0333J 424741 424742, 427373, 427374 Fox (0333J 424742

Email manyafgafdenhot^bonvuwangi@vahoo cc lO wetwte www manyarholei com
,  btogspot hrtp-Z/fnonyafgardennoieiiDanyuwongi plogspof com

( ? 500 meter setekaP penveberangan ) KElAPANG BANYUWANGi - INDONESIA
• RESTAURANT • BAR • TENNIS COURT • COEEEt SHOE • lAUNORV • MUtTt CHANNEL TV • SWIMMING POOl

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan
Bertindak dan atas nama

Alamat

Telepon
Fax

E-mail

DR.ADRI DWIPRASETYO

DIREKTUR

PT. HOTEL MANYAR

IL GATOT SUBROTO NO. 110, RT.002 RW.003, BULUSAN

KALIPURO, KAB. BANYUWANGI JAWA TIMOR
:  [0333] 424741
:  [0333] 424742

: manyargardenhotelbanyuwangi@yahoo.co.id

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1 saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak

2 saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi;

3 saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4 saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang

terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5 badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6 salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar

Hitam;

7 data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1 Nama

2  Status

3 Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

4 Alamat Kantor Cabang

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

B. Izln Usaha

1 No. Surat Izin Usaha (NIB)

FT.HOTEL MANYAR

Pusat Cabang

JL. GATOT SUBROTO NO. 110, RT.002 RW.003.

BULUSAN KALIPURG, KAB. BANYUWANGl JAWA

TIMOR

(0333) 424741

(0333)424742

manyargardenhotelbanyuwangi@yahoo.co.id

0242000990475

2 Masa berlaku izin usaha :

3  Instansi pemberi izin usaha :

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan]

1 No. Surat Izin Tanda Daftar ;

Perusahaan

2 Masa berlaku izin :

3  Instansi pemberi izin :

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1 Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a  NomorAkta

b  Tanggal

c  Nama Notaris

2 Akta Perubahan Terakhir

a  NomorAkta

b  Tanggal

c  Nama Notaris

BERLAKU SELAMA MENJALANKAN KEGIATAN

USAHA.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

440/30/429.111/2020

5 TAHUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KAB.BANYUWANGI.

25

29 MARET 1975

KARTINI SH

01

07ME12015

VILLYA SANDRA DEWl



E. Pengurus

1 Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No. Nama No.KTP Jabatan dalam Badan Usaha

1. TRISNOWATI B 3573025910560001 KOMISARIS

2.

Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama No.KTP Jabatan dalam Badan Usaha

1. DR. ADRl DWl P 3578082502821005 DIREKTUR

2.

F. Data Keuangan

1  Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama No.KTP Persentase

1. TRISNOWATI .B 3573025910560001 10%

2. NATHANIA M. K 3573026404790008 30%

3. DR.ADR1DWI P 3578082502821005 30%

4. DlMASTRl P 3573022010900001 30%

2 Pajak

A Nomor Pokok Wajib Pajak

B Bukti Laporan Pajak Tahun

terakhir

C Bukti Laporan Bulanan (tiga

bulan terakhir):

1  PPh Pasal 21

2  PPh Pasal 23

3  PPh Pasal 25/Pasal29

4  PPN

:  01.110.044.3.627.000

:  2021

d Surat Keterangan Fiskal (sebagai

pengganti hurufb dan c)



G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknb badan usaha)

No Nama T^/Wn/thfl lahk Jabatan dalam Pof^laman Profesi/ T^aai

Pendidikan peketjaan keija keahlian Scrtifikat/

(tahun) ijazah

1 2 3 4 5 6 7 g

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perleflgkapan

No Jenis

Fasilitas/

Peralatan/

Perlengka
pan

Jumlah Kapasitas atau
ouput pada saat ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)
Lokasi

Sekarang
Status

Kepemilik
an/Dukun

gan Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang

dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No Nama

Paket

Pekeijaan

Sub

Bidang
Pekerjaan

Lokasi Pemberi Tugas/ Pejabat
Pembuat Komitmen

Kontrak Tanggal Selesai
Menurut

Nama Alamat/ Telepon No/

Tanggal
Nilai Kontrak BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterengan/ZReferensi dan Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor : 061/692/REF/PN/2022

Tanggal : 22 Agustus 2022
Nama Bank : FT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk KCP Banyuwangi
Rekening : 0022903349

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian
hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan
badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman
dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan s^:ara pidana kepada pihak berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan peruncfeng-undan^n.

Banyuwangi, 14 Agustus 2022
PT. HOTEL MANYAR

L%.-AI )|

ME
T'
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171

DR.ADR1DW1PRASETYQ

Direktur



OA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM )iKAN

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG .
JALAN SINGOSARI 2A TELP (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email tnfo@pip-semarang. ac. id
KODE PCS 50242 Home Page www Dio-semarana ac id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

HARI/TANGGAL

: POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.

PENDIDIKAN TRANSPORTASL PELATIHAN BIDANG

INFRASTRUKTUR. DIKTAT PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BIDANG TRANSPORTASI LAUT

(PRIORITAS NASIONAL). BASIC SAFETY TRAINING

(BST) KAPAL LAYAR MOTOR

: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DIKTAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BST KLM

ANGKATAN IV

:  JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

; SENIN, 15 AGUSTUS 2022

NO PERUSAHAAN/ALAMAT
NAMA&

JABATAN
JAM

TANDA

TANGAN
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NOTARIS - PPAT

tYA SANDRA DEWI, SH.M Kn
Kabupaten Banyuwangi

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 01

Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-05-2015 ( tuiuh Mei duaribu-

lieabelas ) Pukul 09.00 ( seabilan nol nol ) WIB ( Waktu Indo

nesia Barat ), hadir menghadap dihadapan saya, VILLYA SANDRA-

OEWI, Sarjana Hukum, Maqister Kenotariatan, Notaris di Kabupa

ten banyuwangi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum —

Dan Hak Asasi Hanusia Republik Indonesia tanggal 03-03-2010 -

{  tiga Maret tahun duaribu sepuluh ) Nofior :

AHU-728.AH.02.01.Th.Z010, berkantor di Jalan Jendral Achraad -

Yani Nomor 87, Banyuwangi, dengan dihadiri para saksi yang sa

ya, htotaris kenal dan akan disebut pada baqian akhir Akta ■—

ini

*  Nyonya TRISNOHATI BUDIONO. Lahir di Magelanq pada tangqal-

19-10-1956 ( sembilanbelas Oktober tahun seribu sembilanra

tus limapuluh enaa ), Warqa Negara Indonesia, Wiraswasta,-

berteapat tinggal di Jalan Rinjani Nooior 1 Rukun Tetangga—

014 Rukun «arqa 007, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klo

jen, Kota Halang ; Peaegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -

3573025910560001 tanggal 27-07-2012 ( duapuluh tujuh Juli-

tahun duaribu duabelas ) yang berlaku hinqga tanggal

19-10-2017 ( sembilanbelas Oktober tahun duarxbu tujuhbe -

las )

- yang untuk sementara berada di Banyuwangi.

- Henurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak berda -

sarkan kuasa yang di berikan kepadanya dalam Rapat Umum Pe

aegang Saham Perseroan tersebut dibawah ini.

I  Penqhadap telah saya, Notaris kenaK

s,



n

V
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VILLYA SANDRA DEWI, SH.M.Kn
Kabupaten Banyuwangi P&riQhdtJsp ^ d 1 dft k&cj LI rj 11 fr'dnId. KeaudLiKan sebaqaimana disebutkan diatas ter

lebih dahulu aeneranqkan _ i

" B.h., „da ll-0d-Z015 ( s.bdl« t.hun du.ribu
H.abdUd ) dd. 10.00 ( „puluh ) d,ak,„ i„do„ddi, b.bd,i,„
rat. berlMoat di Kantor Psrderoan Terbatas PT. HOTEL nONYaR-
di Jalan Oatot Subroto Noaor 110, EaoT„„n,i telah d.adakan -
Rapat U.U. Pe.pgand Saha. P.rserpap Tarbatas PT. HOTEL HaNYaR
,  bPrtPdudukap di banyuHaddi xan, anggaran basarnx. tbrcantu.
dala. i

Akta tertanggal 29-03-1975 ( duapuluh se.bilan Maret tahun

I  seribu se.bilanratus tujuhpuluh li.a ) Nomor 25 ;
yanq kemdian telah diubah denqan : _

Akta tertanggal 23-06-1975 ( duapuluh tiqa Jupi jtahun

I  bu se.bilanratus tu.iuhpuluh li.a ) Nonor 46 ;
sen

Kedua Akta tersebut di alas se.uanya dibuat dihadapan Kartini

\

, Sarjana Hukum. »aktu itu Makil Notaris Se.entara di Banyu.a
nqi ; Anqgaran Dasar berikut perubahannya tersebut diatas te

lah .endapat pengesahan dari Menteri Kehaki.an Republik Indo

nesia dala. keputusannya tertanggal 01-07-1975 ( satu Juli ta

hun seribu se.bilanratus tujuhpuluh li.a ) No.or :

Y.A.5/236/18 ; selanjutnya bertalian denqan perubahan-perubah
annya yang tercantu. dala.

Akta Berita Acara tertanggal 21-02-1976 ( duapuluh satu ~

Februari tahun seribu se.bilanratus tujuhpuluh ena. ) No -

■or 135 ; dan

I  - Akta Berita Acara tertanggal 26-02-1976 ( duapuluh ena. —
Februari tahun seribu se.bilanratus tujuhpuluh ena. ) No -
.or 162 ;

Kedua Akta tersebut diatas seeuanya dibuat oleh Soetjipto, ~
Sariana Huku., Notaris di Surabaya ;
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lyA SANDRA DEWI,SH.M.Kn
Kabupaten Banyuwangi

Notulen Rapat dibawah tanqan tertanqqai 0/-12-1973 ( tujuh

Desember tahun seribu senbilanratus tujuhpuluh delapan ) ;

-  "ftkta Berita Acara tertanqqai 09-12-1978 ( sefr-bilan Desea -

ber tahun seribu se«bilanratus tujuhpuluh deiapan ) Noinor-

65

Akta tersebut diatas dibuat oleh Soetiipto, Sariana Hukum, No

taris tersebut diatas ;

-  Notulpr, Rapat dibawah tangan tertanqqai 27-12-1979 ( duapu

luh tujuh Desember tahun seribu seabilanratus tujuhpuluh -

seabilan ) ;

-  Akta Berita Acara tertanqqai 29-12-1979 < duapuiuh sesbi -

Ian Desember tahun seribu sembiianratus tujuhpuluh sembi -

Ian ) Noaor 67 ; .

-  Akta Berita Acara tertanqqai 01-02-1980 ( satu Februari ta

j  hun seribu seabilanratus deiapanpuluh ) Noaor 1 ;
Kedua Akta tersebut terakhir dibuat oleh Reinhardt Edaono Ba-

woije, Sarjana Hukum, waktu itu Notaris di Banyuwangi ;

-  Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanqqai 30-03-1989 ( ti

qapuluh Haret tahun seribu seabilanratus deiapanpuluh sea-

bilan ) Moaor 118 ;

di.buA-t. <lihadapar^ Veronica Ratna. Handayani, Sarjana Hukua, Fto-

taris di Banyuwangi ; dan perubahan terakhir yang tercantua -

dalac :

-  Akta Berita Acara tertanqqai 02-06-1989 ( dua Juni tahun -

seribu seabilanratus deiapanpuluh seabilan ) Noaor 30 ; —

Akta tersebut dibuat oleh Eko Handoko Midjaja, Sarjana Hukua,

Notaris di Halanq.

Seaua perubahan Anqqaran Dasar oaupun perubahan Data Perse-

roan tersebut diatas hinqqa saat ini aenurut keteranqan penq-

hadap, belua diaohonkan persetujuan"^/ pengesahan dan belua di
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\

beritahukan kepada yanq berwenanq.
= sal,., ..u. r,„.t UU,

Jal. dikelu.rKan ^ ^
pP|„.u, S,p| . ,,„ ,30 , _

bi«, Sori B. ,„.t ter,.but „su.i benq.n tei.„,„_
an ay,t 3 Pabal 15 l),3,r Pers.rcn ter.ebut, l.Uh -
dinyatakan sah olah Katu, Rao.trya dan d.„l .e„,a.bil kbp„ _
t.,«b - kaputuaab yap, „h dan .bngakat, .alaupun tidak daada
kan papqqilan rapat terlebih dahulu.

- 6ab»a rapat diadakan dangan acara ...baha, r.ncana p,.babah
an dsrgan .arubah „l„ruh flnggaran Danar .aup„„ Data Parsero-

dn gun. dtppnuaikan dengan ppbla, tPrkini snrt, dangan Undan,
- undan, Nu.„r ,0 Tahun 2007 tantanp Pbrabroan larbata., se.u
ai prosedure yang berlaku.

=. Bab.a rap., teUb ...buri kuaua kepada pengb.dap untuk -
nyatakan basil ksputusan rapat sasuai den,an Notulen ters.but
dala. «kt. Nptaris dan berdasarkan kuas. ya„, diterieany. ter
sebut penghadap telah .encantu.kan basil keputusan rapat ter
sebut dalam ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, .aka dengan ini penghadap da

la. kedudukan sebaqaiaana disebutkan diatas .enyatakan bak«a- ..
hasll keputusan Rapat U.u« P^.egang Saha. Perseroan tersebut-

adalah sebaqai berikut ;

1. Hengesahkan terjadinya pengalihan saha., perubahan susunan

Direksi dan Koaisaris Perseroan, pengeluaran 200 ( duara -

tus ) saha. biasa seri B, peningkatan .odal dasar dari

Rp. 300.000.000,- ( tiqaratus juta rupiah ) .enjadi sebe -
sar Rp. 500.000.000,- { li.aratus juta rupiah ), pengeluar

an 30 ( tigapuluh ) saha. biasa seri B sehingga terjadi pe

na.bahan .odal dite.patkan dan disetbr, yang se.uanya ter-

I-
IL
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cantua daiaa ; ^

-  Akta Berita Acara tanqijal 21-02-1976 ( duapuluh 5atu Fe

bruari tahun seribu seabilanratu.s tuiuhpuluh enam ) No-

®or 13b :

-  Akta Berita Acara tanqqal 26-02-1976 ( duapuluh enam Fe

bruari tahun seribu seabilanratus tujuhpuluh enaa ) No-

Bor 162 :

Kedua Akta tersebut dibuat oleh Soetiipto. Sar.iana Hukua,-

Notaris di Surabaya :

- Notulen Rapat dibawah tanqan tanagal 07-12-1978 ( tujuh

OesEBber tahun seribu SEBbilanratus tujuhpuluh dela

pan ) ;

Akta Berita Acara tanqqal 09-12-1978 ( seabilan Dese® -

ber tahun seribu seffibilanratus tujuhpuluh delapan ) No-

•or 65 ;

Akta tersebut dibuat oleh Soetjipto, Sarjana Hukua, Mota -

ris tersebut diatas ;

- Notulen Rapat dibawah tangan tanggal 27-12-1979 ( duapu

luh tuiuh besenber tahun seribu seabilanratus tujuh'pu -

luh seabilan ) ;

-  Akta Berita Acara tanqgal 29-12-1979 ( duapuluh seabi -

' Ian Deseaber tahiin 'seribii seabilai.ratus tujiihpuluh ' sea-'

bilan ) Noaor 67 ;

-  Akta Berita Acara tanggal 01-02-1980 ( satu Februari ta

hun seribu seabilanratus delapanpuluh ) Noaor 1 yang —

bertalian dengan Akta-akta Jual Beli Sahaa tanggal

01-02-1980 ( satu Februari tahun seribu seabilanratus -

delapanpuluh ) Noaor 2 saapai dengan Noaor 6 ;

= Akta-akta tersebut dibuat oleh / dihadapan Reinhardt-

Edaond Bawolje, Sarjana Hukua, waktu itu Notaris di 6a-

'Ji ■' ^  ■"is
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i

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanqqal 30-03-1989 ( ti

qapuluh Maret tahun seribu sembiianralus deiapanpuluh -

seabilan ) htooor 118 ;

dibuat dihadapan Veronica Ratna Handayani, Barjana Huku»,r-

Notaris di Banyuwangi ; dan

-  Akta Berita Acara tanqqal 02-06-1989 ( dua Juni tahun -

seribu senbilanratus deiapanpuluh seffibilan ) hloraor 30 -

yanq bertalian denaan Akta Jual Beli Sahaa tanqqal

02-06-1989 ( dua Juni tahun seribu seabilanratus dela -

panpuluh seabilan ) Nomor 29 :

i kedua Akta tersebut terakhir diatas dibuat oleh / dihadap
an Eko Handoko Widjaja, Sarjana Huku», Notaris di Malanq.-

I 2. Henyetujui untuk aerubah .iangka waktu F'erseroan dari 75
(  tujuhpuluh llffla ) tahun aenjadi tidak terbatas.

j 3. Henyetujui penghibahan sahaa yang akan dilakukan setelah -
selesainya rapat oleh ;

- Tuan MILLIE MIBOMO BUDIONO kepada Nyonya TRISkKlMATI BUDI

ONQ berupa 10 ( sepuluh ) sahaw prioritas seri A dan 23-

(  duapuluh tiga ) sahaa biasa seri B ;

j  - Tuan GUNTUR PRA3ITNQ kepada Nyonya NATHANIA tIARLIANI

KRISTAMTI, Tuan Dokter ADRI DWI PRASETYO dan Tuan DIRAS-

TRI PRASETYO. •asina-wasinq berupa 30 ( tiqapuluh ) sa -

has prioritas seri A dan 69 ( enanpuluh sembilan ) saha*

biasa seri B ;

- Sehingga dengan selesainya penghibahan tersebut ( yang -

pada saat ini telah tercantuw dalaa surat-surat Hibah Ba -

han yang dibuat dibawah tangan aasing-easing tertanggal

11-04-2015 ( sebelas April tahun duaribu liaabelas ), «aka

susunan kepemilikan sahan dalant- Perseroan aenjadi sebagai'

A; *1.
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IlLYA SANDRA DEWI, SH.M.Kn
Kabupaten Banyuwangi berikut :

~ Nvonya TRISNOHATI BUDIONO. 10 ( sepuluh ) sAhan priori —

^  I tas sen A dan 'Z3 ( duapuluh tiqa ) sahaa biasa seri B.-

I  - Nyonya NATHANIA HARLIANI KRISTANTI, Tuan Dokter ADRI DWl

PRASETYQ dan Tuan DIMAS TRI PRASETYO ; ftacinq-raasinq 30-

{  tiqapuluh f sahaa prioritas seri A dan 69 ( enaspu.luh-

sembilan ) sahaai biasa seri B.

4. Menyetujui untuk aerubah Direksi dan r^fan Komisaris Perse

roan terhituna seiak selesainya penqhibahan saham termak -

sud butir 2 diatas, sehinqga aen.iadi sebagai berikut :

-  DIREKTUR : Dokter ADRI DWI PRASETYO ;

-  KOMISARIS : TRISNOHATI BUDIOInK).

5. Menyetujui menvesuaikan seluruh Anqgaran Dasar Perseroan -
#

bertalian denqan perubahan-perubahan teraiaksud diatas dan-

denqan UU RI No. 40 Tahun 2007 tentanq Perseroan Terbatas,

sehingoa untuk selaniutnya. seluruh Anqgaran Dasar F'ersero

an selenqkapnya aenjadi tertulis dan berbunyi sebaqai ber

ikut:

I  NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
j  Pasal 1.

Perseroan Terbatas ini bernaaa : ,—. ;r c

" PT. HOTEL HANYAR * ( selaniutnya cukup disinqkat denqan

* Perseroan " ), berkedudukan di Banyuwangi - Kabupaten Ba -

nyuwangi.

JANBKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

j  F'asal 2.
I  Perseroan didirikan untuk janqka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

F'asal 3.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah : —
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Henjalankan usaha-usaha di bidanq penyediaan akoraodasi, pe

nyediaan aakan dan ainua. antara lain akan tetapi tidak —

terbatas pada usaha perhotelan. pondok wisata, buroi perke-

•ahan. persinqgahan karavan. penyediaan sarana pariwiaata-

alaa. nendirikan dan ifienaeiola rumah fllakan/cafe/katprinq/-^

jasa boqa :

. Henjalankan usaha-usaha di bidanq iasa persewaan, jasa -

pen Perjalanan, Penyelenggara Tour dan Jasa Reservasi lain

Henialankan usaha-usaha di bidanq jasa pada umumnya, kecua

li jasa di bidanq hukua dan pajak.

I  MODAL
I  Pasal 4.

Hodal dasar Perseroan berjunlah Rp, 500.000.000,- ( liaa-
#

ratus juta rupiah ) terbaqi atas 100 ( seratus ) sahaa pri

oritas seri A dan 400 ( eaipatratus ) sahan biasa seri B, -

■asing - masing sahaq bernilai noainal Rp. 1.000.000,-
( satu juta rupiah ).

Dari .odal dasar tersebut telah diteapatkan dan disetor ~

U 7i ( enaapuluh enaa prosen ) atau sejualah 330 ( tiqara-
tus tigapuluh ) sahaa dengan nilai noainal seluruhnya sebe
5ar Ro. 330.000.000,- ( tiqaratus tigapuluh juta rupiah )-
oleh para peaeqang sahaa yang telah aengaabil bagian sahar,
dan rincian serta nilai noainal sahaa yang disebutkan pada
akhir akta.

- Sahaa yang aasih dalaa siapanan akan dikeluarkan oleh -

Perseroan aenurut keperluan aodal Perseroan, dengan Perse
tujuan Rapat Uaua Peaeqang Sahaa.

Para peaegang sahaa yang naaanya tercatat dalaa Daftar -

Peaeqanq Sahaa aeapunyai hak terlebih dahulu untuk aengaa
bil bagian atas sahaa yang hendak ^ikeluarkan dalaa jangka

2.
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vo

wdktu 14 ( espdtbelas ) hari seiak tanggal penaMaran dila

kukan dan Basinq-masinq pemeqanq sahan berhak mengafltbil ba

^ gian seiabanq denqan iumiah sahaa yanq nereka siliki (Pro

posional) baik terhadap saham yanq menjadi bagiannya mau -

pun terhadap sisa sahan yanq tidak dianbil oleh penegang -

sahan lainnya.

- Jika setelah lewat janqka waktu penawaran 14 ( enpatbe -

las ) hari tersebut, ternyata nasih ada sisa sahan yanq be

Iu« dianbil baqian naka Direksi berhak nenawarkan sisa sa

han tersebut kepada pihak ketiga.

S A H ft M

j  Pasal 5.
1. Senua sahan yanq dikeluarkan oleh Perseroan adalah sahan -

I atas nana.
2. Yanq boleh neniliki dan nenperqunakan hak atas sahan ada -

lah Warga Negara Indonesia dan / atau badan hukun Indone -

sia.

3. Bukti penilikan sahan dapat berupa surat sahan.

4. Dalan hal Perseroan tidak nenerbitkan surat sahan, penilik

an sahan dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau ca

tatan yanq dikeluarkan oleh Perseroan,

I 5. Jika dikeluarkan surat sahan, naka untuk setiap surat sa -
j  han diberi sehelai surat sahan.

I 6. Surat kolektiY sahan dapat di keluarkan sebagai bukti pen!
likan 2 ( dua ) atau lebih sahan yang diniliki oleh se

orang penegang sahan.

7. Pada surat sahan harus dicantunkan sekuranqnya :

a. nana dan alanat penegang sahan.

b. nonor surat sahan.

nilai noninal sahan.
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ill
d. tanqqal penoeluaran surat saham.

8. Fada surat kolektif saha* sekuranqnya harus dicantuakan j- ^
a. naiaa dan alanat peffleqanq sahan.

b. noBor surat kolektif sahaa. —

c. nomor surat saham dan iuaiah saham.

d. nilai noninal sahao.

e. tanqqal penqeluaran surat kolektif saha®.

9. Surat sahan dan surat kolektif saha® harus ditandatangani

oleh Direksi denqan persetujuan dari Ko®isari5 Uta«a atau

anqgota Koaisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat De

wan Kofflisaris.

1  PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.
'  «

1. Jika surat saha® rusak atau tidak dapat dipakai, atas per

Bintaan aereka yanq berkepentinqan, Direksi senqeluarkan -

surat sahas penqganti, setelah surat saha® yang rusak atau

tidak dapat di pakai tersebut diserahkan ke®bali kepada Di

reksi.

2. Surat sahaa sebaqaiaana diaaksud pada ayat (1) harus dimus

nahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk di lapor

kan da Ian RUF'S berikutnya.

3. Jika surat sahaa hilang, atas peraintaan aereka yang ber -

kepentinqan, Direksi ■enqeluarkan surat sahaa pengganti se

telah aenurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -

dibuktikan dan denqan jaiinan yanq dipandang perlu oleh Di

reksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat sahan penqganti dikeluarkan, surat saha®

yang dinyatakan hilanq tersebut, tidak berlaku lagi terha

dap F'erseroan. .

5. Seaua biaya yanq berhubungan dengan pengeluaran surat sa -
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ham penqqanti. ditanqqunq oieh pemeqanq saham yanq berke -

pentinqan.

6. Ketentuan sebaqaimana dimaksud pada avat (1), ayat (2), —

ayat (3). ayat m) dan ayat (5) mutatis - mutandis faerlaku

baqi penqeluaran surat kolektif saham penqqanti.

PEMINDAHAN HAK ATAB SAHAM

I  Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham. harus berdasarkan akta pemindah

an hak yanq ditaiidatanqani oleh yanq memindahkan dan yanq

■enerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

Pemeqanq saham yanq hendak memindahkan hak atas saham, ha

rus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain

denqan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan -
*

meeberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang pena

waran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari

instansi yanq berwenanq, jika peraturan perundanq - undanq

an mensyaratkan hal tersebut.

Hulai hari panqqilan RUPS sampai denqan hari dilaksanakan

RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

Apabila karena warisan, perkaMinan atau sebab lain saham -

tidak lagi menjadi milik Uarga Neqara Indonesia atau. badan

hukum Indonesia, eaka dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun

orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas

sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum In

donesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

I  RAPAT UMUM PEMEGANB SAHAM
I  Pasal 8.

1. Rapat Umuffl Pemegang Saham yanq selanjutnya di sebut RUPS a
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^2.

a. RUPS tahunan :

b. RUPS lainnya. yanq dalan Angqaran Dasar ini disebut

1  qa RUPS luar biasa.
Istilah RUPS dalaa Anqqaran Dasar ini berarti keduanya, ya

itu ; RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali denqan te -

gas ditentuk^n lain.

Dalam RUPS tahunan :

a. Direksi aenyaspaikan ;

- laporan tahunan yanq telah ditelaah oleh Dewan Konisa

I  ris untuk aendapatkan persetuiuan RUPS ;

I  - laporan keuanqan untuk sendapat penqesahan RUPS ;
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika F'erseroan aeapunyal —

I saldo laba yanq positif.
*

c. Diputuskan aata acara RUPS lainya yanq telah diajukan -

sebaqaiiiana aestinya denqan aeaperhatikan ketentuan Anq

garan Dasar.

Persetujuan laporan tahunan dan penqesahan laporan keuang

an oleh RUPS tahunan berarti aeaberikan pelunasan dan pern

bebasan tangqunq jawab sepenuhnya kepada anqqota Direksi -

dan Dewan Koaisaris atas pengurusan dan pengawasan yanq te

lah di jalankan selama tahun buku yanq lalu, sejauh tindak

an tersebut tercernin dalaa Laporan Tahunan dan Laporan Ke

uanqan.

RUPS luar biasa dapat di selenggarakan sewaktu - waktu ber

dasarkan kebutuhan untuk aeabicarakan dan aeautuskan aata

acara rapat kecuali «ata acara rapat yanq diaaksud pada a

yat (3) huruf a dan huruf b. denqan aeaperhatikan peratur

an perundangan - undangan serta Anggaran Dasar.

I  TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9.
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2. RUPS diselenoaarakan denqan nelakukan pemanqgilan terlebih

dahulu kepada para pemeqanq saham denqan surat tercatat —

dan / atau dengan iklan dala® surat kabar.

3. Pefianqqilan dilakukan oaiinq la»bat 14 ( empatbelas ) hari

sebelun tanoqal RUF'S diadakan dengan tidak nemperhitungkan

tanqqal pefflanqqilan dan tanqgal RUPS diadakan.

4. RUPS dipiffipin oleh Direktur L'^aoa. Selain itu sebagai al -

ternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama / -

Presiden Komisaris ( pilih salah satu ).

5. Jika Direktur Utaaa tidak ada atau berhalanqan karena se -

bab apapun yanq tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga

RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.

6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur ti

dak ada atau berhalanqan karena sebab apapun yanq tidak —

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh sa

lah seorana Direktur yanq ditunjuk oleh Direktur Utama a -

tau Wakil Direktur Utana.

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalanqan karena se

bab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga

RUPS dipimpin oleh salah seorang anqgota Dewan Komisaris.-

8. Jika semua angqota Dewan Komisaris tidak hadir atau ber —

halangan karena sebab apapun yanq tidak perlu dibuktikan -

kepada pihak ketiga, RUF'S dipimpin oleh seorang yang dipi

lih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

j  KUDRUH, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

I  Pasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagai

■ana disyaratkan dalam undang - undang tentanq Ferseroan '

Terbatas telah dipenuhi.
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2. Peftunautan suara senqenai diri oranq dilakukan dengan su -

rat tertutup yanq tidak ditandatanqani dan nenqenai hal la

in secara lisan. kecuali apabila ketua RUPS menentukan la

in tanpa ada keberatan dari peaegang sahaa yang hadir da -

Ian RUPS.

3. Suara blanko atau suara yanq tidak sah dianggap tidak ada

dan tidak dihitunq dalaa nenentukan jualah suara yanq di -

keluarkan dalan RUPS.

4. RUPS dapat «enqaiBbil keputusan berdasarkan tnusyaMarah un -

tuk aufakat atau berdasarkan suara setuju dari jualah suara

yanq dikeluarkan dalaa RUPS sebaqainana ditentukan dalam Un

dang - Undang.

I  D I R E K S I
I  Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipinpin oleh Direksi yanq terdiri da

j  ri 1 ( satu ) anggota direksi atau lebih.

2. Jika dianqkat lebih dari seorang direktur, maka seoranq di

j  antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utaoa.

3. Anqqota Direksi dianqkat oleh Rapat Ueue Penegang Sahaa, -

untuk jangka waktu 5 ( liaa ) tahun dengan tidak aenguranq

i hak Rapat Unua Peaeaanq Sahaa untuk aeaberhentikannya se

waktu - waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih a

tau seaua anggota Direksi lowong, aaka dalaa jangka waktu

30 ( tigapuluh ) hari sejak terjadi lowonqan harus dise --

lenggarakan Rapat Uaua Peaegang Sahaa, untuk aengisi lo

Hongan itu dengan aeaperhatikan ketentuan peraturan perun

dang - undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun seaua jabatan anqqota Direksi

lowong, untuk seaentara Perseroan diurus oleh anggota De

IL^

-as-.,
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'angi
wan Komisaris yanq dituniuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. ftnqqota direksi berhak (aenqundurkan diri dari jabatannya

denqan aemberitahukan secara tertulis kepada Perseroan pa

ling kuranq 30 ( tigapuluh ) hari sebelum tanggal peng —

Linduran dirinya.

Jabatan anggota Direksi berakhir, lika :

a. (aenqundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) :

b. tidak lagi laeaenuhi persvaratan peraturan perundang-un

danqan :

c. aeninggal dunia ;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan ftapat Ubuub Pemeqang

j  Sahaa.

(  TUGAB DAN WEWENANG DIREKSI . ^
I  Pasal 12.

Direksi berhak (sewakili Perseroan didalan dan diluar Penq

adilan tentang segala hal dan dalan segala kejadian, (»enG

ikat Perseroan dengan pihak Iain dan pihak Iain denqan Per

seroan, serta aenjalankan segala tindakan, baik yanq me

nqenai kepenqurusan (saupun kepemilikan, akan tetapi denqan

peicbatasar. bahwa untuk :

a> (■eminiam atau aeminjaiBkan uanq atas naaa Perseroan ( ti

j  dak termasuk «enga(«bil uang Perseroan di Bank ) ;
I  b> aeiBbeli, (•enjual atau denqan cars lain memperoleh atau-

■elepaskan hak atas harta tetap dan perusahaan-perusaha

an atau mefsbebani harta kekayaan Perseroan ;

c> mengikat Perseroan sebagai penjasin ;

d> menaadakan ikatan fcer.ia atau kerja sama denqan pihak la

in

harus denqan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau Ak-

ta/surat yang bersangkutan turutT ditandatangani oleh Deaan
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Komisaris Perseroan ;

- satu dan lainnya denqan tidak •enquranqi ketentuan yanq

tercantum dalais Pasal 102 Undanq-undanq Republik Indonesia

Noflior ^0 Tahun 2007 ten tang Perseroan Terbatas. —~

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenanq bertindak untuk dan

j  atas nama Direksi serta aewakili Perseroan.

j  b- Dala® hal Direktur Utaaa tidak hadir atau. berhalanqan -
karena sebab apapun iuga, yang tidak perlu dibuktikan -

kepada pihak ketiqa, maka salah seoranq anqqota Direk -

si lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan a -

tas naaa Direksi serta aewakili Perseroan.

j  RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenqgaraan Rapat Direksi dapat di lakukan setiap wak

tu apabila dipandang perlu ; ,

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;

b. atas permintaan tertulis dari seoranq atau lebih anqqo

j  ta Dewan Komisaris ; atau

j c. atas peraintaan tertulis dari 1 ( satu ) oranq atau le

bib pesieganq saha« yang bersaaa - sa«a aeMakili 1/10 -

(  satu per sepuluh ) atau lebih dari jualah seluruh sa

ha® dengan hak suara.

2. Panqqilan Rapat Direksi dilakukan oleh anqqota Direksi —

I yang berhak bertindak untuk dan atas naea Direksi aenurut
ketentuan Pasal 9 Anggaran Oasar ini.

j 3. Panqqilan Rapat Direksi disaapaikan dengan surat tercatat
I  atau dengan surat yang disa^paikan lanqsunq kepada setiap

anqqota Direksi dengan sendapat tanda teriea paling la«

bat 3 ( tiqa ) hari sebelu® rapat diadakan, dengan tidak

■esperhitungkan tanggal panggilan dan tanqgal rapat.
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surat suara lertutup tanpa tanda tanaan sedanqkan peau

nqutan suara menqenai hal - hal lain di lakukan secara

lisan kecuali ketua rapat (senentukan lain tanpa ada ke

'  beratan dari yanq hadir.

c. Suara blanko dan suara yanq tidak sah dianqqap tidak - ,

dikeluarkan secara sah dan dianqqap tidak ada serta ti

dak dihitunq dalaa aenentukan jualah suara yanq dike -

luarkan.

12. Direksi dapat iuqa Aenqambil keputusan yanq sah tanpa

aengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seaua anggota

Direksi telah diberitahu secara tertulis dan seaua anqqo

ta Direksi aeaberikan persetujuan mengenai usul yang di -

aiukan secara tertulis denqan aenandatanqanr persetujuan

tersebut. 7

Keputusan yanq diaabil dengan cara deaikian aeapunyai ke

kuatan yang saaa denqan keputusan yang diaabil dengan sah

dalan Rapat Direksi.

I  DEWAN KOMISARIB

j  Pasal 14.

I 1. Dewan Koaisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota De
wan Koaisaris. apabila dlanqkat lebih dari seoranq anqgota

W  . > • • • I • ■ ■ ■ ' ■

Dewan Koaisaris, maka seoranq diantaranya dapat diangkat -

sebaqai Koaisaris Utaaa.

2. Yang boleh diangkat sebaqai anggota Dewan Koaisaris hanya

warqa neqara Indonesia yanq aeaenuhi persyaratan yang di

tentukan peraturan perundang - undanqan yanq berlaku.

3. Anqgota Dewan Koaisaris di anqkat oleh rapat uaua Peaeqanq

Sahaa untuk iangka waktu 5 ( liaa ) tahun denqan tidak

aenquranqi hak Rapat Uaua Peaeqang Sahaa untuk aeaberhenti

kan sewaktu - waktu.
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6.

7.

Panaqilan rapat itu harus raencatumkan acara, tanqqal, «ak

tu. dan tempat rapat.

Rapat r»ireksi di adakan diteflioat kedudukan Perseroan atau

tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila seaua anggota Di

reksi hadir atau diwakili, panqqilan terlebih dahulu ter

sebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan

dimanapun iuga dan berhak menqaabil keputusan yanq sah —

dan mengikat.

Rapat Direksi dioiapin oleh Direktur Utaaa dalam hal Di -

rektuf Utama tidak dapat hadir atau berhalanqan yanq ti -

dak perlu dibuktikan kepada pihak ketiqa, Rapat Direksi -

dipimpin oleh sedrang anqqota Direksi yanq dipilih oleh -

dan dari antara anqgota Direksi yang hadir.

Seorang anggota Direksi dapat di wakili dalam ftapat Direk

si hanya oleh anqqota Direksi lainnya berdasarkan surat -

kuasa.

8. Rapat'Direksi adalah sah dan berhak menqanbil keputusan -

yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ( satu per dua ) da

ri jumlah anagota Direksi hadir atau diwakili dalaa rapat.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawa

rah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai naka keputusan

d'iafflbil deng'an peaungutan suara' berdasarkan suar-a 'setu'ju

palinq sedikit lebih dari 1/2 ( satu per dua ) dari jua -

lah suara yang dikeluarkan dalaa rapat.

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju beriabang

, ketua rapat Direksi yang- akan aenentukan.

a. Setiap anqgota Direksi yang hadir berhak aengeluarkan

1 ( satu ) dan taabahan I ( satu ) suara untuk setiap

anqgota Direksi lain yanq diwakilinya.

b. Peaungutan suara aengenai diri orang di lakukan denqan

10.

11.
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4. Jika oieh suatu sebab iabatan anqaota Dewan Komisaris lo -

wonq, fflaka dalan janqka waktu 30 ( tiqapuluh hari ) sete -

lah terjadinya loMonqan, harus diselenaaarakan Kapat Uauin

Peffleqang Sahara untuk raenqisi lowonqan itu dengan aeraperha

tikan ketenluan ayat 2 pasal ini.

5. Seoranq anggoti^ewan'Koraisarl^Trerhak raenqundurkan diri -

dari jabalannya denqan raeraberitahukan secara tertulis rae -

nqenai raaksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (ti

qapuluh) hari sebelufl tanqqal penqunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Koraisaris berakhir apabila :

a. kehilanqan Kewarqaneqaraan Indonesia ;

b. raengiindurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;

c. tidak laqi meraenuhi persyaratan perundang - undanqan —

j  yang berlaku ;
d. sieninqqal dunia ;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Uraura Peraegang

j  Sahara.
I  TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

I  Pasa1 lb.

1. Detfan Koraisaris setiap waktu dalara .iara keria kantor Perse

roan berhak raeaasuki banqunan dan halaraan atau terapat lain

yang dipergunakan atau yang dikuasai ol'eh Perseroan dan —

berhak raeraeriksa seraua pesbukuan, surat dan alat bukti la

innya, raeraeriksa dan raencocokkan keadaan uang kas dan lain

- lain serta berhak untuk raengetahui seqala tindakan yang

telah diialankan oieh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk raeraberikan

penielasan tentang segala hal yang ditanyakan oieh Dewan -

Koraisaris.

I 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan seraentara —

-4?l
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P,r„r„„ tid.k Direksi -

"U untuk sd„„t.ra Be«„ Ko.ispris „„,„k
urm Per„o,„. Ko.isari. berhak -

untuk .e.berik.„ kekuasa.b be.e„tara kepada aeoraa, atau -
Ubih diantara andoota De»a>. K„.iaa,ia .,as tanqdubdad'b^'
wan Kofflisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang angqota Dewan KoaisariSv^seqa
la tuoas dan wewenang yang diberikan kepdda Koaisaris Uta

«a atau anggota D»wan Kosisaris dala® anqgaran dasar ini -

berlaku pula baginya.

j  RAPAT DEWAN KOMISARIS

I  Pasal 16. •"

Ketentuan sebagamana diaaksud dalaa Pasal 13 mutatis, adtan -

dis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

I  RENCANA kERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

1  Pasal 17.

a. Direksi menyaapaikan rencana kerja yang aemuat juga anggar

an tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat

persetuiuan, sebelum tahun buku dimulai.

[ b. Rencana keria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di
'  sampaikan paling lambat 30 ( tigapuluh. ) bari sebelu„m dimu .

lainya tahun buku yang akan datang.

[ c. Tahun buku Perseroan berlalan dari tanggal 1 ( satu ) Janu
an saapai dengan 31 ( tigapuluh satu ) Deseaber. Pada ak

hir bulan Desember tlap tahun, buku Perseroan ditutup. Un

tuk pertaaa kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal ak

ta pendinan ini dan ditutup pada tanggal 31 ( tigapuluh -

satu ) Deseaber.

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan aenyedlakannya di Kan

tor Peseroan untuk dapat diperiksa oleh para peaegang sa -
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PENGGUWAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

'  I Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ter r

can turn dalam neraca dan perhitunoan laba ruai yanq telah -

disahkan oleh RliPS tahunan dan aerupakan saldo laba yanq -

positif, dibaqi menurut cara penqqunaanya yanq ditentukan

oleh RUPS tersebut.

Jika perhitunqan laba ruoi pada auatu tahun buku aenunjuk

an keruqian yang tidak dapat ditiitup denqan darta cadangan,

maka keruqian itu akan tetap dicatat dan dimasukan dalaa -

perhitunqan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya F'er

seroan dianqgap tidak mendapat laba selama keruqian yang -

tercatat dan di maeukan dalam perhitunqan laba rugi itu be

luffl sama sekali tutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19-

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai isen

capai 20 7: [ duapuluh prosen 3 dari jumlah modal diterapat

kan dan di setor hanya boleh diperqunakan untuk menutup ke

ruqian yanq tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika iumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 71 [ duapuluh

prosen ], RUPS dapat memutuskan aaar jumlah kelebihannya -

digunakan baqi keperluan Perseroan.
t

3. Cadangan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) yanq belum di

perqunakan untuk menutup keruqian dan kelebihan cadangan -

sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) yanq penqqunaannya be -

luffl ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi deng

an cara yanq tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -

aemperoleh persetujuan Deitari Komisaris dan memperhatikan -
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Ioeraturan peri'ndanq - u.ndanqan aqar ffienperoieh laba.

ETENTUAN PENUTUP

Fasal 20.

Seqala sesuatu yang tidak atau beludi cukup diatur dalan Ang

garan Dasar ini. akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya para penghadap bertindak dalaa kedudukannya sebagai

fflana terssbut diatas seneranqkan bahwa :

1. Telah diaabil bagian dan disetor penuh denqan uang tunai -

utelalui kas Perseroan sejualah 100 ( seratus ) saha* prio-

ritas Seri A dan 230 ( duaratus tigapuluh ) saham biasa Se

n B atau. seluruhnya dengan nilai noainal

Rp. 330.000.000,- ( tigaratus tigapuluh juta rupiah ) yai-

tu oleh : I

a) Nyonya TRlSh^WATI BUDIONO, sebanyak 10 ( sepuluh ) sa -

has prioritas Seri A dan sebanyak 23 ( duapuluh tiqa )-

saham biasa Seri B, dengan nilai nosinal

Rp. 1.000.000.- { satu juta rupiah ) tiap sahas, atau -

sebesar Rp. 33.000.000,- ( tigapuluh tiga juta rupi

ah ) :

b) Nyonya NATHANIA HARLIANI KRISTANTI, sebanyak 30 ( tiga

puluh ) sahaffl prioritas seri A dan 69, ( enaropuluh -

bilan ) sahas biasa seri B, dengan nilai naninal

Rp. 1.000.000.- ( satu iuta rupiah ) tiap sahas, atau -

sebesar Rp. 99.000.000,- ( sembilanpuluh sesbilan juta

rupiah ) ;

c) Tuan Bokter ABRI DWI PRASETYO, sebanyak 30 (tigapuluh)-

sahaffi prioritas seri A dan 69 ( enaspuluh sesbilan ) —

saham biasa seri B, dengan nilai nosinal

Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) tiap sahas. atau -

sebesar Rp. 99.000.000,- ( sembilanpuluh sembilan juta
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j d) Tuan DIMAS TRI PRASETYO. sebanyak 30 ( tiaapuluh ) sa -

ha.ffl prioritas seri A dan 69 ( enaaipuluh sembiian ) sa -

ham Diasa seri B. denqan nilai nominal Rp. 1.000.000,—

C satu juta rupiah ) tiap saham, atau. sebesar

Rp. 99.000.000,- i sembilanpuiuh sembilan .iuta rupiah ),

- sehingaa seiuruhnya beriumiah 100 ( seratus ) sahaa pri

oritas seri A dan 230 ( duaratus tigapuluh ) saham biasa -

seri B denqan nilai nominal seiuruhnya sebesar

Rp, 330.000.000,- ( tiqaratus tigapuluh juta rupiah ).

j 2. Susunan E'ireksi dan Oeuan Komisaris Perseroan meniadl seba
qai berikut :

-DIREKTUR

-KOWISARIS

Dokter ADRI DWI PRASETYO.

Lahir di ttalang,

Pada tanqqal 25-02-1932 ( duapuluh

lima Februari tahun seribu sembi -

lanratus delapanpuluh dua ),

Dokter,

Harqa Negara Indonesia,

Berteapat tinggal di lianyar Kerto-

arjo 9/74 Rukun Tetanqga 003 Rukun

Warga Oil, Kelurahan Mojo. Kecaatat

an Gubeno, Kota Surabaya,

Peaegang Kartu Tanda Penduduk No -

aor : 3578082502820005.

TRISNOWATI BUDIONQ,

Lahir di Maqelanq,

Pada tanggal 19-10-1956 ( seabilan

belas Oktober tahun seribu seabl -

lanratus liaapuluh enaci ),



NOTARIS - PPAT
ViLLYA SANDRA DEWI, SH.M.Kn

Kabupaten Banyuwangi

Harqa Neqara Indonesia,

Berteepat tinqqal di Jalan Rinjani I

Noaor 1 Rukun Tetanqqa 014 Rukun -

Warqa 007, Kelurahan Oro-oro Oowo,

Kecaaatan Klo.ien, Kota Halang,

Peaeqanq Kartu Tanda Penduduk No -

■or ! 357?f>25910560001.

DEMIKIAN AKTA INI

~ Dibuat dan diselesaikan di Banyuwanqi pada hari dan tanggal

serta jam tersebut pada baqian awal Akta ini denqan dihadiri-

oleh ;

1. Nyonya VERONICA RATNA HANDAYANI, Sarjana Hukua, Lahir di -

Yoqyakarta pada tanggal 23-02-1945 ( duapuluh tiga Februa-

ri tahun seribu seabilanratus eapatpuluh liaa ), Warqa Ne

qara Indonesia, Hiraswasta, berteapat tinggal di Jalan

Jendral A. Yani Noaor 87, Kelurahan Tukangkayu, Kecaaatan-

dan Kabupaten Banyuwangi, Peaegang Kartu Tanda Penduduk No

aor : 12.2601.630245.0001 ;

2. Nyonya SITI HUJAYINAH, Lahir di Banyuwangi tanggal —

27-01-^1970 ( duapuluh tujuh Januari seribu seabilanratus -

tujuhpuluh ), Warga Negara Indonesia, Karyawan, berteap«rt—

tinqqal di Jalan Jaksa Aqunq Suprapto Rukun Tetangga 004 -

Rukun Warga 002, Kelurahan Penganjuran, Kecaeatan dan Kabu

paten Banyuwangi. Peeeqang Kartu Tanda Penduduk Noeor : —

3510166701700007 ;

- sebaqai saksi-saksi.

- Setelah saya, Notaris eeebacakan Akta ini kepada penghadap-

dan para saksi, eaka seqera penqhadap, para saksi dan saya*

Notaris eenandatangani Akta ini.



- Dibuat denoan tan pa perubahan.

- Ditandatanaani oleh ;

1. TRIShWSATI BUDIOK'O ;

2. V. RATNA HANDAYAWI, 5H ;

3. SITI HUJAYINAH :

4. VILLYA SANDRA DEWl.. SH. M.Kn.

Minuta akta ini telah ditandatanaani denoan sempurna.

diberikan sebaaai SALIRtfiN.

di Kabupaten Banyuwanqi
$5?

I
RUriAH

( yiLLYA SANDR ,  SH., H.Kn. )



PEMEklNTAH REPI BLIK iNDONESIA

NOMOH IM)l K BFRl SAHA (MB)

()24200099()475

Berdasarkan ketentimn Pasal 2-f aval (I) Pcratuian Pemerinlah Niirnor 24 Talum 20(8 lemanij Peiavaiian
Peiu.inari Berusaha Tcrinlcgrasi Sevara ! Icktrouik, I .eiiibaga OS.k meiicihiikan NIB kcpatla

Nama Perusaiiaan

Aiamat Kantor/Koi-cspondensi

NPWP

NomorTeiqKm
Nomw Fax

Email

Kode dan Nama KBLf

Status Penanaman Modal

PT HOTEL MANYAR

J1 Uatot Subrnto No.l 10. Kd Bulusan, Kec. Kaltpuro, Kab.
Banyuwaiigi, Prov Jawa Timui
01.110 044 3-627.000

0333(424741)
0333 (424742)

manyaTgardenho(clbanyuwangi@yahoo.co.id
Liiiat Ljimpiran
PMDN

1 NIB merupakan idcattitas Pdaku Lsaha dalar.i rangka pelak.sanaan kegiatan beaisaha dan beriaku sulama
menjalankan k^ialan iisaha sesuai kctentuaii jxTaluran penindang-undangan

2 NIB adalah btikii Pendaftaran Penanaman Mtvlal Bcru.vaha \ ang sckaligu.s merupakan pcnacsahan Janda
I)a1)ar Pen sahaan ' •,

3 Lembaga OSS (iciwenanu uiimk nidnkHkan evahjitsl dan.'aiau pemhahan atas izin usaha (izin
komersiabrvperasuiiml> sesitai kcicniuan perttnd.ing-undanpan

4 Sduruh data yang tei'canturn daiam NIB dapaf benibah se.siiai denean pcriccmbangan kegiatan beru.saha

3. Apabtla di kemudian hari ternyaia leulapat kekclintaii dalain Kenum.san ini, maka akan diliikukan perbaikan
sebagaimana mesiinya

Diterhitkatt lati^l .  7 September 2020 Oleh Badan Koordinasi Penanaman Mctdal

B

B^ r.-da-

/ fturrwn n ow .hlfH'ifkitfi »ii utim StUt-m '■ ti/xo .^Kvir J.n.i.Uit - /», ,A»| atff- i
thtumi w' JfUti ti'r\imf*tu4 >/rM uu StKiem ■ fk /t vi#/rt

Dirctalk ; 07 ScptenilMT 2020



PEMERINTAll REPUBLJK INDONESIA

NOMOR INDI K BERI SAHTA (MB)
»2420(Mm0475

No. Kodc KBi4 Mama KBI.I

1 56101 KiiSIORAN

2 551 14 n()!.!:i, BIN I ANG DUA

Dengan ketentuan bahwa NIB tcrscbiit hanya berlaku untuk Naniu KBLI dan Kode K.BL1
yang tercaiitum daiam lampiran ini

Diceiak langgai  .• 07 $«ptcinb«r 2020



KEMENTERIAN KEUAN6AN RERUBLIK WDQNESiA

DIREKTOR AT JENDERAL PA J AK^

NPWP : 01.110.044.3-627.000

PT. HOTEL MANYAR

^  3LN.OATOTSUBROTO NO. 110RT «SRV*.003

: BULUSAN KAUPURO
» KAB. BANYUWANGIJAWA TlhRiR 99999

KPP PRATAMA BANYIAVANGI



r

ber^ma membangun Indonesia

bankjatim

SURAT - REFERENSI

NO. 061/692/REF/PN/2022

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi dengan ini menerangkan bahwa

Nama Rekening

Kuasa Direktur

Alamat

Adalah Nasabah Kami sejak

dengan Nomor Rekening

HOTEL DAN RESTAURANT MANYAR PT

WINDI VULIA PRAMESTHI

JALAN GATOTSUBROTO NO 110

BULUSAN KALIPURO

BANYUWANGI

01Juli2010

0022903349

Surat Referensi ini dikeluarkan untuk kepentlngan :

ADMINISTRASI KEUANGAN

Sesuai Surat Permintaannya Nomor; 028/MGH/VIII/2022 Tanggal: 22 Agustus 2022

Demikian Surat Referensi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya

ikatan apapun dengan pihak kami.

Banyuwangi, 22 Agustus 2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk^

CABANG BANYUWANGI

bank jatup ̂

KADEKIRMAS

Pgs. Pimbid. Operasional

REZA RADiTYA P

Penyelia Ops. Dana

bankjatim.co.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENANAMAN modal DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416

Telepon/Faksimili (0333) 412343
http://dpmptspbwibanyuwangikab.go.id email:dpmptspt}wi@banyuwangikab.go.id

1. NIB

2. Nama Pengusaha

3. Alamat Pengusaha

4. Nama Perusahaan

5. Alamat Kantor Perusahaan

6. Jenis Usaha

7. Lokasi Usaha

PERSETUJUAN PENERBITAN

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
Nomor: 440/30/429.111/2020

0242000990475

DR. ADRI DWI PRASETYO

Manyar Kertoardjo 9/74 RT.03 RW.11 Kel/Desa Mojo Kecamatan
Gubeng Kota Surabaya

PT.HOTEL MANYAR

Jalan Gatot Subroto No. 110 RT.02 RW.03 Kelurahan Bulusan

Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

HOTEL dan RESTORAN "MANYAR"

Jalan Gatot Subroto No.110 RT.02 RW.03 Kelurahan Bulusan

Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
manyargardenhotelbanyuwangi@yahoo.co,id

Hotel (55114), Restoran (56101),--

2.0000601.20.03

Peralatan, Perlengkapan Hotel dan Restoran ' '

8. Mark Usaha

9. NPWPD

10. Fasilitas Yang Tersedia

KETENTUAN

PERTAMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, melanggar ketentuan yang berlaku maka
Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat ditinjau kembali dan dicabut.

KEDUA : Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal
ditetapkan dan perusahaan wajib mendaftar ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

Banyuwangi
11 September 2020

FR TDUP 0 REV 0

KEPAUV DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANYUWANGI

HI)

D^.WAWAM.YADMADLM,S
Pembina Utama Muda

NIP. 197107201991011002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNHC H^MU PELAVARAN

SEMARANG

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102 /151 / 23 / PIP.SMG-2022

TANGGAL 12 AGUSTUS 2022

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN

TRANSPORTASL PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR.

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). BASIC SAFETY
TRAINING (BST) KAPAL LAYAR MOTOR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA

DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BST KLM ANGKATAN iV

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

FOLITEKNIKILMU PELAYARAN

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN

2022



^SSk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BAD AN LAYAN AN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE PCS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : info@plp-semarang.ac.id
Home Page: www.plp-semaranq.ac.ld

BAB I

UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor ; PL. 102 / 151 / 25 / PlP.SMG-2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. HOTEL MANYAR

Semarang, 12 Agustus 2022

Perihal: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekeijaan Barang sebagai
berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekeijaan

Lingkup pekeijaan

Nilai total HPS

Sumber pendanaan
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat

Telepon/Fax
Website

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BST KLM Angkatan IV.
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BST KLM Angkatan IV sebanyak 1 paket.
Rp. 79.200.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
DIP A BLU PIP Semarang Tahim Anggaran 2022

Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
0248311527/0248311529

http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan Dokumen Penawaran Senin-Selasa,
15-16 Agustus 2022

09.00 s/d 13.00 WIB

b. Pembukaan Dokumen Penawaran,

Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga

Selasa,
16 Agustus 2022

13.05 WIB s/d

Selesai

c. Penandatanganan SPK Jum'at, 1^ 09.00 WIB s/d
19 Agustus 2022 1 Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat
tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk
diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 198000602 200212 2 002



A. UMUM

BABH

INSTRUKSI KEPADA FENYEDIA (IKP )

1. Lingkup
Pekerjaan

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang
dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Nama paket pengadaan sebagaimana tereantum dalam LDP.
Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis
dan harga sesuai kontrak.
Nama Satuan Keija/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tereantum dalam LDP.
Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tereantum dalam LDP.
Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

3. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan
sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan

cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau
peraturan perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam
Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4.1

4.2

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya,
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada
klausuM. 1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat
Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik



langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkanpegawai Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus
badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan
Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi

Administrasi/

Legalitas
Peserta

5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi
administrasi/legalitas meliputi:
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam

LDP;

c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan

alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau
sewa;

f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1)Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2)Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3)Kartu Tanda Penduduk.

g. Pakta Integritas;
h. Surat pemyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanyatidak sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak
sedangdikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidaksedang dalam menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan danpengurus badan usaha sebagai
pegawaiKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
sedangmengambil cuti diluar tanggxmgan Negara.

5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/legalitas meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti

KartuTanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan
DomisiliTinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. Surat pemyataan yang ditandatangani berisi:



1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan

pertentangankepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau

sedangmenjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali

yangbersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
Negara.

6. Persyaratan
Kualifikasi

Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :
a. Memiliki pengalaman:

1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang
1 (satu) pekeijaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup
yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurunwaktu
3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya
manusiadan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan
termasuk layanan puma jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

Isi Dokumen

Pengadaan
Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instmksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas,Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:

f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Keija (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMENPENAWARAN

8. Dokumen

Penawaran dan

Kualifikasi

8.1

8.2

Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,

Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan
Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari;
a. Surat Penawaran,yang didalamnya mencantumkan :

1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam

LDP;

3) harga penawaran(dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh :

a) Direktur utama/pimpinan pemsahaan/pengums



koperasi;
b) penerima kuasa dari Direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akta pendirian/Anggaran
dasar;

c) pihak lain yang bukan Direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak
tercantum dalam akta pendirian/Anggaran dasar,
sepanjang pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi
yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat
kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari
Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi berdasarkan akta pendirian/Anggaran dasar;
atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat.

b. Surat Kuasa dari Direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila
dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,

brosur dan gambar-gambar;

b. standar produk yang digimakan;
c. garansi;
d. layanan pumajual;
e. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana

tercantum dalam LDP; dan

f. identitas Ge^is, tipe dan merek).
8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir
Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak
sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat
Dokumen Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung
Penawaran

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
10. Pembukaan 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen

Penawaran penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran,

yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);



c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
Negosiasi a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
Penawaran b. evaluasi teknis; dan

c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a

butir 4);
2) mencantumkan penawaran harga;
3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari

waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak

melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat

Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan

Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan persyaratan
kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal,
dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

e. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur
{pass and fail)',

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang
harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen
Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:



c.

Pejabat Pengadaan tnelakukan klarifikasi dan negosiasi teknis
dan harga.
Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita
Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal,
dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku
Usaha lain.

12. Pern buatan Berita 12.1

Acara Hasil

Pengadaan 12.2
Langsung

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal
sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ 13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14. Penandatangan-
an SPK

13.6

14.1

14.2

Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung.
PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan
hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan

sesuai prosedur; dan
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk

melaksanakan Kontrak.

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK
menerbitkan SPPBJ.

PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan
memasukkon data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung,
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan
dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat
Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan
pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling
lambat 6 (enam) hari keija setelah tidak tercapai kesepakatan.

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta
membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu;
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
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1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian
yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai
pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila
diperlukan.

14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia
adalah sebagaimana dimaksud pada klausul8.2 huruf a butir 4)



BABin

LEMBAR DATA PEMILIHAN(LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP

1. LINGKUP

PEKERJAAN

No.

IKP

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Isian Ketentuan

Kode RUP:

Nama paket pengadaan; Pengadaan Paket Penginapan Peserta
Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV

Uraian singkat paket pengadaan; Pengadaan Paket
Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST
KLM Angkatan IV

Nama Satuan Keija/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu
Pelayaran Semarang

Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Belanja BLU
PIP Semarang

Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah: \vw\v.pip-semarang.ac.id

Website Aplikasi SPSE ; Ipse.dephub.go.id

2. SUMBERDANA

5. PERSYARATAN

KUALIFIKASI

ADMINISTRASl/

LEGALITAS

PESERTA

8. DOKUMEN

PENAWARAN

DAN

KUALIFIKASI

Pekeijaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA
PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

5.1.a Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-
undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta
Pengadaan yang berbadan usaha hams memiliki surat ijin
usaha kecil dengan jasa lainnya surat izin lain sesuai
sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar
Usaha Pariwisata (TDUP) Persekutuan Komanditer atau
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;

8.2.a Masa berlaku surat penawaran: selama 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran

8.3.h Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 12 (dua belas)
hari kalender.



BAB IV

DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

NO NAMA BARANG

MARCMRp)

JML JAM TOTAL SAT. ilisATOVN-' JUMLAH

1 Paket penginapan

jumlah

ppn

total
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BAB V

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]
Nomor : , 20
Lampiran :

Kepada Yth.;
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di

Perihal : Penawaran Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST
KLM Angkatan IVr

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: tanggal
dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami

mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BST KLM Angkatan IV sebesar Rp. ( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan untuk melaksanakan pekeijaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama
(  ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak tanggal surat
penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak I (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikarmya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Nama Lengkap
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B. BENTUKDOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No Uraian

Barang
Spesifikasi
Teknis

dan/atau

Gambar

Satuan Volume Identitas

Barang yang
ditawarkan

1. [Diisi uraian
jenis Barang]

[diisi satuan
unit Barang]

[diisi volume
unit Barang]

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan/tew pekeijaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No Uraian Barang Satuan Volume Jumlah

Harga

TKDN

Jumlah (Sebelum PPN)

PPN(11%)

Jumlah total setelah PN
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BAB VI

PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan :

Bertindak untuk ; PT/CV/Firma/Koperasi/KemitraaivKemitraan
dan atas nama [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [«/ sesuai dengan
K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa;

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui teijadinya praktik Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme daiam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan
basil keija terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan
sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan
secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[tempat], [tanggal] [hulan] 20 [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]
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BAB VII

FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Say a yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama badan usaha]

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/'Paspor]

Jabatan : [diisi sesuai Jabatan dalam akte notaris]

Bertindak ; PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan
untuk cantumkan nama badan usaha]
dan atas nama

Alamat :

Telepon/Fax :

Email ;

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa;

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan [akta
pendirian/Anggaran dasar'surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta
pendirian/Anggaran dasar/surat kuasd\\

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar
tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang
cuti diluar tanggungan K/L/PD '7;

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut;
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A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status □ Pusat □ Cabang

3. Alamat Kantor Pusat

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

d.Nomor Pengesahan/pendaftaran
(contoh: nomor pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM
untuk yang berbentuk PT)

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan /Anggaran Dasar
Koperasi
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

(contoh; persetujuan/bukti laporan
dari Kementerian Hukum dan
HAM untuk yang berbentuk PT)

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat Keterangan Domisili

Tinggal

Jabatan dalam
Badan Usaha
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D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha No Tanggal

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

4. Kualifikasi Usaha

5. Klasifikasi Usaha

6. No. TDP

A. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin No Tanggal

2. Masa berlaku izin

3. Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama

nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Alamat Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir

No. tanggal

G. DataPersonaliaCTenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan]

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidikan

Jabatan
dalam

pekerjaan

Pengalaman
Kerja (tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8
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H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan/a/wAi/a diperlukan]

No.

Jenis
Fasilitas/Peralatan

/ Perlengkapan
Jumlah

Kapasitas
atau

output

pada saat
ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)

Lokasi

Sekarang

Bukti

Status

Kepemilik
an

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.

Nama

Paket

Pekerja
an

kelom Ringka Lokasi

Pemberi

Pekerjaan

Kontrak
Status

Penyedi
a dalam

pelaksa

Tanggal Selesai
Pekerjaan

Berdasarkan

pok
(grup
)

san

Lingku
P

Pekerja
an

Nama
Alamat/

Telepon

No/

Tanggal
Nilai

naan

Pekerja
an

Kontrak

BA

Serah

Terima

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

2

dst

J. Data Pekeqaan yang sedang dilaksanakan

No.

Nama

Paket

Pekerjaa
n

Ringkasa
n

Lingkup
Pekerjaa

n

Lokasi

Pemberi Pekerjaan Status

Penyedia
dalam

pelaksana
an

Pekerjaan

Kontrak Progres Terakhir

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai

Kontra

k

(Renca

na) (%)

Prestasi

Kerja

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenaraya dan penuh rasa tanggung jawab.
Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi
administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada
pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jtempat], ftaneeall [bulan] 20 [tahun]
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PT/C V/Firma/Koperasi
[pilihyang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lenskap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]
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BAB vin

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA ;

NOMOR DAN TANGGAL SPK

Nama PPK;

Nama Penyedia:

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

PAKET PENGADAAN

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG ;

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DlPA
Anggaran untuk mata Anggaran kegiatan

Tahun

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
(  rupiah).

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: .( J hari kalender

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini iintuk Penyedia maka rekatkan

materai Rp 6.000,-)]

fnama lenskapj
f/abatanj

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
proyek'satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
maka rekatkan materai Rp 6.000, -)]

fnama lenskapj
[jabatan]

SYARAT UIVIUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
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2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta

biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
d. Rincian harga SPK scsuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan

harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada
PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK
berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap basil pekeijaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis
penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia
untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALfflAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjaan. Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam Surat
Perintah Pengiriman.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena keadaan

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
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adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk;
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga

SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal
mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir;
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak

lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja
sampaibatas akhir garansi,harus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut teijadi akibat tindakan
atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekeijaan
yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekeijaan yang
dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian
Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji
coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
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13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekeijaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekeijaan
dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekeijaan di lokasi
pekeijaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai keija, dan melaksanakan pekeijaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekeijaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia
harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara keija.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah

ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
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Garansi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian
tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubahjadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASl

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut;
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal

yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan

yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti
rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibukdikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK,
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
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Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelAnggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3

(tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu

yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelAnggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem terminpembayaran secara sekaligus];
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
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c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran
dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.

22. DENDA

a. Jikapekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak
termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk bempaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan
Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsimg maupun tidak langsung
dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelAnggaran syarat ini mempakan pelAnggaran
yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor ; [tempat], [tanggal] [b ulan] [tahun]
Lampiran:

Kepada Yth.

di

Perihal ; Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp ( ) kami
nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan
menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari keija setelah diterbitkannya SPPBJ.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap
penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lenskap]

[fabatan]

NIP ;

Tembusan Yth.:

1. [PA'KPA K/LPD]
2. [APIPKj'UPD]
3. [Pejabat Pengadaan]

dst
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B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

Pcop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor:

Paket Pekerjaan; _

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejahat Penandatangan Kontrak]
[jabatan Pejahat Penandatangan Kontrak]
Jalamat satuan kerja Pejahat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal _ , bersama ini memerintahkan;

Jnama Penyedia Barang]
Jalamat Penyedia Barang]

yang dalam hal ini diwakili oleh;
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga Total
Ukuran Satuan Harga'

1

2. Tanggal barang diterima:

3. Svarat-svarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penvelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekerjaan hams sudah selesai
pada tanggal

5. Alamat pengiriman barang :

'  Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan
Nilai).
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6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk
PPN).

[tempat], __[tanggal] [bulan] [tahun]

Untuk dan atas nama

Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama len^kap]

[jabatan]

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lenskapj

[jabatan]
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BABX

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pekeijaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan
Masyarakat BST KLM Angkatan IV;

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022
tanggal 17 November 2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhimya tugas Pejabat
Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian had temyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2022

Pejabat Pengadaan Belanja RM pada
Politeknik llmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002
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KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

PA/KPA

UNIT KERJA

PPK

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M.

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BST KLM ANGKATAN IV

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BST KLM ANGKATAN IV

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

1. LATAR BELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Politeknik llmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Politeknik Ihnu Pelayaran Semarang;



j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Keija Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002/VI/D1KLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09

tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor

PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. GambaranUmum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :



a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara

konsisten;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector

transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fimgsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang - undang di bidang

transportasi antara lain:

a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang - undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan intemasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal

serta berorientasi Zero Accident.



Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan intemasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia

keija melalui keijasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan

transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi

Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM

transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan intemasional dan

mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fimgsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita

dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesionai, Mandiri dan

Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-

langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesionai, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan

meningkatkan kemampuan selumh sumber daya organisasi secara terns menems.

d) Menjalin keijasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang mempakan salah satu instansi pelayanan

pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah

Perguman Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang



mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran

dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu

pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu

pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program

pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat

keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan

kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian

pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,

profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang

sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

pelaut Nasional dan Intemasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan

dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah

menghasilkan peserta didik yang berkompeten dari segala macam diklat seperti diklat

pemberdayaan masyarakat tersebut.

n. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST

KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah

imtuk memenuhi wujud nyata misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian

layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan

dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka dapat

mewujudkan pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat mendorong



ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP

Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diktat Pemberdayaan

Masyarakat BST KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Tahun 2022 adalah untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta mendukung

berjalannya kegiatan dengan baik dan aman.

m. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para taruna, peserta

diklat yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

a. Kementerian

b. Satker

c. KPA

d. PPK

Kementerian Pehubungan

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

HERIPRASETYO, S.M.

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBTAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta

Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 319.000.000 (Tiga Ratus

Sembilan Belas Juta Rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Penginapan

Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST KLM Angkatan IV Politeknik

Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sebesar Rp 79.200.000,00 (Tujuh

Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan ini adalah selama 12 (Dua belas) Hari kalender.



Vn. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekeqaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat BST KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Tahun 2022 adalah Lingkimgan Civitas Akademika di PIP Semarang.

2. Penyedia melakukan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat BST KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Semarang.

3. Penyedia melakukan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat BST KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Tahun 2022 sebelum jatuh tempo peijanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan

Masyarakat BST KLM Angkatan IV Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun

2022 ini, dilaksanakan selama 12 (Dua belas) Hari kalender.

Semarang, 12 Agustus 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, SJ

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 I 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE PCS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.pip-semaranq.ac.ld

VK4N notooiais

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BST KLM ANGKATANIV

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO URAIAN JUMLAH WAKTU

HARGA

HARGASATUAN JUMLAH

1 Paket Penginapan 120 pax 3 malam Rp 220.000 Rp 79.200.000

JUMLAH Rp 79.200.000

Terhilang: Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah

Semarang, 12 Agustus 2022

Pejabat Pembuat Komitmen RM

PIP Semarang

C
HERIPRASETYO. S.M.

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19850429 201012 I 003



RINGKASAN SPK/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsimg

1. N omor dan tanggal DIP A

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK

3. Nomor dan Tanggal Kontrak

4. Nama Penyedia / Perusahaan

5. NPWP / Alamat Perusahaan

6. Nilai/Harga Pekeijaan

7. Uraian/Volume Pekeijaan

8. Cara Perabayaran

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan

10. Tanggal Penyeiesaian Pekerjaan

11. Jangka Waktu Pemeliharaan

12. Ketentuan Sanksi/Denda

SP DIPA-022.12.1.414330/2021 tanggal 17 November 2021

022.12.DL.3996.SCB.005.055.B.524111

PL.102 / 155 / 12 / PlP.SMG-2022 Tanggal 19 Agustus 2022

PT. HOTEL MANYAR

01.110.044.3-627.000 / Jl. Gatot Subroto No. 110, RT.002 RW.003,
Bulusan Kalipuro, Kab. Banyuwangi Jawa Timur, Kodepos 68451

Rp 78.840.000," (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh

ribu rupiah)

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat

BST KLM Angkatan IV

Dibayarkan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100% melalui PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Banyuwangi atas

nama PT. HOTEL MANYAR dengan Nomor Rekening ; 0022903349

12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19-30 Agustus 2022

30 Agustus 2022

Apabila terjadi keterlambatan penyeiesaian pekeijaan akibat dari

kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda

keterlambatan l/1000(satu perseribu) per hari dari Harga Pekeijaan.

Catalan :

Apabila teijadi addendum kontrak maka

data kontrak agar disesuaikan dengan

perubahannya.

Semarang, 19 Agustus 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYQ. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



JADWAL PROSES

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BST KLM ANGKATAN IV

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO KEGIATAN 12-Aug-22 13-Aug-22 14-Aug-22 15-Aug-22 16-Aug-22 17-Aug-22 18-Aug-22 19-Aug-22

1 Dokumen Pengadaan Langsung

2 Undangan kepada Peserta Terpilih

3 Pemasukan Dokumen Penawaran

4 Pembukaan Dokumen Penawaran

5 Evaluasi Penawaran
r

6 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

7 Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

8 Rapat Pra Penunjukan

9 Penandatanganan Kontrak / SPK

KETERANGAN

HARIKERJA

PROSES PELELANGAN

HARI LIBUR

SEMARANG, 12 AGUSTUS 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002








































































